BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BADUNG,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah, dipandang perlu
melakukan penyesuaian status jabatan direktur Rumah
Sakit Daerah Mangusada;

b. bahwa untuk tertib administrasi dan peningkatan tata
kelola Pemerintahan maka Peraturan Bupati Badung
Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah
Mangusada sudah tidak sesuai dengan perkembangan
dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
19 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah
Mangusada;

(=Y

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Mengingat
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6420);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman dan Klasifikasi Pembentukan Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

S. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016
Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Badung Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 19
Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Mangusada (Berita Daerah
Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 19) diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk RSD
Mangusada.

(2) RSD Mangusada sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan unit organisasi bersifat khusus sebagai
unit organisasi fungsional dan otonom yang
memberikan layanan secara profesional.

(3) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) RSD Mangusada memiliki
otonomi dalam pengelolaan keuangan dan Barang
Milik Daerah serta bidang kepegawaian.

(4) RSD Mangusada sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang Direktur.

(5) Direktur RSD Mangusada dalam pengelolaan
keuangan dan Barang Milik Daerah serta bidang
kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
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(6) Pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dilaksanakan melalui penyampaian laporan
pelaksanaan pengelolaan keuangan dan Barang Milik
Daerah serta bidang kepegawaian RSD Mangusada.

2. Di antara Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan
1 (satu) Pasal yakni Pasal 2 A yang berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 2A

(1) Otonom dalam pengelolaan keuangan dan barang milik
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)
meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan
pertangggungjawaban keuangan serta penggunaan dan
penatausahaan Barang Milik Daerah.

(2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Direktur RSD Mangusada

ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa
pengguna barang sesuai dengan Ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

(3) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Direktur RSD Mangusada
memiliki tugas dan kewenangan:

a. menyusun rencana Kerja dan anggaran,;

b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;

c. menandatangani surat perintah membayar;

d. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi
tanggung jawabnya;

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;

menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan

pejabat penatausahaan keuangan; dan

g menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang
dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan
Daerah.

]

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 11

(1) Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilaksanakan melalui
ketentuan:

a. Direktur RSD Mangusada dapat mengusulkan
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian
pegawai Aparatur Sipil Negara kepada pejabat yang
berwenang sesuai dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan ;

b. Direktur RSD Mangusada memiliki kewenangan
dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai
Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi dalam jabatan sesuai dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan; dan
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c. Direktur RSD Mangusada memiliki kewenangan
dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di
lingkungan RSD Mangusada sesuai dengan
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pengangkatan dalam jabatan dan penetapan pegawai
pada RSD Mangusada dilaksanakan sesuai dengan
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut :
Pasal 18

(1) Direktur RSD Mangusada merupakan jabatan eselon
II b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

(2) Wakil Direktur RSD Mangusada merupakan jabatan
eselon Il a atau Jabatan Administrator.

(3) Kepala Bidang dan Kepala Bagian merupakan jabatan
eselon IITb atau jabatan Administrator.

(4) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian merupakan
jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 13 Januari 2020

/3
N4 55HWAYAN ADI ARNAWA

Ditetapkan di Mangupura
padatanggal 13 Januari 2020

N Ve
BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2020 NOMOR 5
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